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Ringkasan Eksekutif 
 

Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak Triwulan 

III Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis 

BPSPL Pontianak dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Pontianak dilakukan dengan cara membandingkan antara 

target (rencana) dengan realisasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator 

Kinerja Manajerial (IKM). Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak 

menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja secara daring melalui 

http://kinerjaku.kkp.go.id. Proses perhitungan kinerja menggunakan Manual IKU dan 

Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja 

dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses 

perhitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan 

tanggungjawabnya. Kinerja BPSPL Pontianak tahun 2024 terdiri atas 13 Indikator Kinerja 

Utama (IKU) dan 11 Indikator Kinerja Manajerial (IKM) dengan total 24 Indikator Kinerja 

Kegiatan. Berdasarkan Aplikasi Kinerjaku, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) IKU+IKM atau Nilai 

Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan I yaitu 107,50% (kategori Hijau = Baik). 

Pencapaian indikator kinerja BPSPL Pontianak yang terukur pada Triwulan III yaitu: 

1. Penyerahan Bantuan kompak dengan capaian sebanyak 2 kelompok dari target 2 

kelompok sehingga tercapai 100%. 

2. Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Pontianak dengan capaian 3 laporan dari 

target 3 laporan sehingga tercapai 100%. 

3. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan Sistem Manajemen 

Pengetahuan Terstandar dengan capaian 133,33 dari target 94 sehingga tercapai 120%. 

4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen 

Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dengan capaian 100% dari target 80% sehingga tercapai 

120%. 

Pagu awal anggaran BPSPL Pontianak sebesar Rp 18.598.113.000. Realisasi anggaran pada 

Triwulan III berdasarkan aplikasi Omspan per tanggal 30 September 2024 yaitu 

Rp14.764.929.183 atau 79,39% dari pagu bruto. Berdasarkan kondisi terkini pelaksanaan 

program kegiatan yang mendukung kinerja BPSPL Pontianak berjalan dengan baik. Namun, 

terdapat kendala terkait dengan kegiatan pendukung untuk Pelayanan Perizinan Pemanfaatan 

Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. Hal itu dikarenakan masih belum ada dasar hukum yang 

kuat bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan Pelayanan Perizinan di 

Perairan Umum Daratan. Terdapat perubahan Rincian Output pada Rencana Kerja Anggaran 

(RKA) yang semula REA.003 (output 21.000 hektar) menjadi SCC.001 (output 60 orang) 

sehingga perlu adanya penyesuaian target IKU yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. 

Upaya yang akan dilakukan pada Triwulan IV dalam rangka optimalisasi capaian target kinerja 

yang telah ditetapkan yaitu: 

1. Mendorong peningkatan kualifikasi IP ASN melalui pengumpulan sertifikat keikutsertaan 

pegawai pada diklat, bimbingan teknis, dan seminar secara luring atau daring. 

2. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal PKRL terkait dengan 

Perubahan Perjanjian Kinerja pada satuan IKU Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah 

yang difasilitasi mata pencaharian baru menjadi 60 (Orang). 
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Tindak lanjut dari upaya optimalisasi capaian target kinerja pada Triwulan II tahun 2024 yaitu 

mendorong peningkatan kualifikasi IP ASN melalui pengumpulan sertifikat keikutsertaan 

pegawai pada diklat, bimbingan teknis dan seminar secara luring atau daring. Selain itu, telah 

dilakukan koordinasi dengan Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (KEBP) 

terkait dengan dasar hukum Pelayanan Perizinan Kawasan Konservasi di Perairan Umum 

Daratan oleh KKP. Berdasarkan koordinasi yang dilaksanakan, diperoleh infomasi bahwa KKP 

masih belum dapat melakukan pelayanan perizinan kawasan konservasi di perairan umum 

daratan dikarenakan belum terdapat aturan yang mengatur hal tersebut. Sehingga sampai 

dengan Triwulan III BPSPL Pontianak belum dapat melakukan pelayanan perizinan kawasan 

konservasi di perairan Mahakam wilayah Hulu.  
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BAB I. PENDAHULUAN 
 

1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 
Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak adalah salah satu 

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Fokus pada program 

pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk 

menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output 

merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah 

dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan 

outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat 

bagi masyarakat. 

Adapun peraturan lebih lanjut terkait kedudukan, tugas, dan fungsi BPSPL Pontianak 

yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN KP) No. 65/PERMEN-KP/2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dan 

Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) Pengelolaan Ruang Laut No. 63 Tahun 2022 tentang 

Tugas Tambahan BPSPL Pontianak. 

1.1.1. Kedudukan 
Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan 

Perikanan. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dipimpin oleh kepala. BPSPL 

Pontianak sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut lingkup Unit 

Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut. 

1.1.2. Tugas 
Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas 

melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan 

pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Selain itu sejak terbitnya Kepdirjen Pengelolaan Ruang Laut No. 63 

Tahun 2022, BPSPL Pontianak memiliki tugas tambahan yaitu melakukan pengelolaan 

Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara. 

1.1.3. Fungsi 
Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir 

dan Laut menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta 

pelaporan dibidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, 

laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya; 

b. pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, 

dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya; 

c. pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber 

daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya; 

d. pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan; 

e. pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi; 

f. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; 
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g. fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut; 

h. pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan 

pulau-pulau kecil; dan 

i. pelaksanaan urusan ketatausahaan. 

Disamping itu, bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPSPL Pontianak 

secara umum memiliki beberapa alasan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan 

fungsi di bidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara 

ekosistemnya di daerah, antara lain sebagai berikut: 

a. Percepatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau 

kecil serta ekosistemnya secara terpadu dan berkelanjutan; 

b. Pengelolaan konservasi jenis dan genetika ikan dengan karakteristik tertentu yang 

dalam pelaksanaannya tidak dapat didelegasikan ke daerah; 

c. Monitoring ekosistem dan jenis ikan langka/terancam punah; Monitoring habitat dan 

populasi dan jenis-jenis spesifik; Koleksi dan breeding; Mempunyai nilai dan 

kepentingan konservasi nasional dan/atau internasional; Secara ekologi bersifat lintas 

Negara; Mencakup habitat dan daerah ruaya jenis migrasi; Potensi sebagai warisan 

alam, dunia dan/atau warisan wilayah nasional; 

d. Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam menindak-lanjuti ratifikasi konvensi dan 

perjanjian Internasional di bidang konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, 

seperti CBD (Convention on Biological Diversity), Ramsar Convention on Wetlands of 

Internasional Importance, WHS (World Heritage Site), dan CITES (Convention on 

International Trade in Endangered Species); yang pelaksanaannya tidak bisa 

didelegasikan/dimandatkan kepada daerah (kewenangan pusat); serta menangani 

fungsi-fungsi Direktorat Jenderal PRL di daerah; 

e. Pelaksanaan sebagian fungsi Ditjen PRL dalam memfasilitasi daerah untuk 

melakukan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, dan memberikan bimbingan 

secara langsung kepada stakeholder yang ada di daerah terkait dengan fungsi 

pengelolaan wilayah pesisir dan laut; 

f. Pembinaan dan fasilitasi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

pesisir melalui pemberdayaan masyarakat pesisir; 

g. Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam menindaklanjuti pencapaian tujuan SDG 

(Sustainable Development Goals), antar lain; menghapus tingkat kemiskinan dan 

kelaparan, menjamin kelestarian lingkungan hidup; dan pelaksanaan tugas pemerintah 

pusat dalam pemberdayaan dan peran serta masyarakat pesisir dalam meningkatkan 

kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pesisir. 
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1.2. Susunan Organisasi 
Berdasarkan Permen KP No. 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut menjelaskan Lokasi, Satuan Kerja, dan 

Wilayah Kerja masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sumber Daya Pesisir 

dan Laut. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut 

(BPSPL) yang berlokasi di Pontianak, Kalimantan Barat dengan satuan kerja di Balikpapan, 

Kalimantan Timur dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Adapun wilayah kerja BPSPL 

Pontianak meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan 

Timur. Untuk lebih jelas dapat melihat peta di bawah ini. 

 
Gambar 1.1.3-1. Peta Wilayah Kerja BPSPL Pontianak 

 BPSPL Pontianak, dipimpin oleh seorang kepala Balai, dengan susunan organisasi 

yang terdiri dari Subbagian Umum, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Subbagian 

Umum mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan 

evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, 

organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah 

tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.  

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BPSPL mempunyai tugas melaksanakan 

kegiatan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-

pulau kecil, serta ekosistemnya dan kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing 

jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok 

Jabatan Fungsional di BPSPL Pontianak yaitu Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) 

Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK), Perencana, Analis Pengelolaan Keuangan (APK) 

APBN, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA), Arsiparis, dan Statistisi. 

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 

Nomor 43 Tahun 2023, BPSPL Pontianak telah menyampaikan usulan tim kerja BPSPL 

Pontianak kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. 

Usulan tim kerja tersebut terdiri dari: (1) Tim Kerja 1, menangani Perlindungan dan Pelestarian, 

(2) Tim Kerja 2, menangani Pemberdayaan Masyarakat,  (3) Tim Kerja 3, menangani 

Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut. Selain 3 (tiga) Tim Kerja tersebut terdapat 1 (satu) Tim 

Kerja Dukungan Manajerial yang melaksanakan Indikator Kinerja Manajerial yang diketuai oleh 

Kepala Subbagian Umum.   
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Gambar 1.1.3-2. Susunan Organisasi BPSPL Pontianak
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1.3. Keragaman SDM 
Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BPSPL Pontianak pada 

Triwulan III Tahun 2024 memiliki jumlah personil secara keseluruhan sebanyak 73 orang 

terdiri dari 50 ASN (46 PNS dan 4 PPPK), 2 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) 

21 Pegawai Non ASN. Pegawai BPSPL Pontianak berasal dari berbagai daerah dan latar 

belakang. Adapun rincian Pegawai Non ASN yang berjumlah 21 orang merupakan Sekretaris 

Pimpinan, Petugas Keamanan, Pramubakti, Pengemudi, dan Enumerator Kelautan dan 

Perikanan. Tingkat pendidikan pegawai BPSPL Pontianak merupakan salah satu faktor kunci 

keberhasilan dalam menunjang capaian kinerja BPSPL Pontianak. Adapun keragaman 

Sumber Daya Manusia (SDM) di BPSPL Pontianak terangkum dalam infografis di bawah ini. 

 
Gambar 1.1.3-3. Komposisi SDM BPSPL Pontianak 

 

1.4. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 

1.4.1. Potensi 
Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia yang memiliki luas wilayah 

sebesar 542.430,35 km2 terdiri dari lima provinsi diantaranya Kalimantan Barat, Kalimantan 
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Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Adapun total 

Kabupaten/Kota di Kalimantan yaitu sebanyak 56 Kabupaten/Kota. Dari total Kabupaten/Kota 

tersebut, Kabupaten/Kota yang memiliki pesisir sebanyak 30 Kabupaten/Kota dengan total 

panjang garis pantainya mencapai 9.790,24 km. Selain itu, Kalimantan memiliki 778 pulau-

pulau kecil dan 4 pulau-pulau kecil terluar.  

1.4.2. Permasalahan 
Pada saat ini, BPSPL Pontianak memiliki berbagai isu program prioritas yang menjadi 

tantangan dan perlu dijawab melalui kegiatannya. Berbagai tantangan tersebut antara lain:  

a. Tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang laut dan pemanfaatannya yang melebihi 

daya dukung. Hal ini perlu adanya integrasi antara matra darat dan matra laut yang 

diwujudkan melalui integrasi antara rencana tata ruang dengan rencana zonasi. 

Kemudian dilakukan monitoring pemanfaatan ruang laut untuk mengecek kesesuaian 

pemanfaatan ruang laut eksisting dengan rencana tata ruang/zonasi. Dalam hal 

perizinan pemanfaatan ruang laut, diwujudkan dengan penerbitan kesesuaian 

kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL). 

b. Pengelolaan Kawasan Konservasi yang belum efektif. Upaya dalam meningkatkan 

efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yaitu mengimplementasikan Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan 

Konservasi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 28 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. 

c. Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES belum optimal. 

KKP sebagai Otoritas Manajemen CITES perlu dilakukan penguatan dengan 

mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 61 Tahun 2018 

tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum 

dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 

Fauna dan Flora. Dalam implementasinya, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, 

sarana dan prasarana dalam pelayanan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi 

dan/atau masuk appendiks CITES termasuk di dalamnya pengembangan ilmu dan 

teknologi. 

d. Masih minimnya kesadartahuan masyarakat akan pentingnya kelestarian biota laut 

yang dilindungi. Hal ini terus dilakukan kegiatan sosialisasi jenis ikan yang dilindungi 

dan/atau masuk dalam appendiks CITES kepada masyarakat. 

e. Ancaman abrasi pantai yang dapat merusak ekosistem pesisir. Hal ini dilakukan upaya 

rehabilitasi pesisir melalui kegiatan penanaman mangrove dan pembangunan 

pelindung pantai. Selain itu, kondisi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang 

begitu rentan dengan bencana alam diperlukan penguatan mitigasi bencana dan 

adaptasi perubahan iklim. 

f. Pencemaran pesisir dan laut yang mengancam kehidupan biota laut. Hal ini dilakukan 

upaya restorasi seperti aksi bersih pantai dan laut serta sosialisasi kepada masyarakat. 

g. Kurangnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-

pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi 

pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, 

sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan, dan kedaulatan 

serta keberlanjutan ekosistem untuk penguatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau 

kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian 

ekosistem. 
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h. Pemanfaatan ekonomi kelautan yang belum optimal seperti biofarmakologi laut dan 

wisata bahari sehingga perlu dilakukan peningkatan pembangunan infrastruktur yang 

lebih memadai dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 

1.5. Dasar Hukum 
Laporan Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2024 disusun dengan dasar hukum: 

a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 

dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 

b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

c. Keputusan   Kepala   LAN   Nomor:   239/IX/6/8/2003   tentang Perbaikan Pedoman 

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

e. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 

2020 – 2024. 

f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur   Negara   dan Reformasi Birokrasi Nomor 

7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan 

Birokrasi. 

g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan 

Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;  

h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, 

Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. 

i. Peraturan Meteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 

tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. 

 

1.6. Sistematika Penyajian 
Laporan Kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas 

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan 

bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Sistematika penyajian laporan 

mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun 

sistematika penyajian laporan sebagai berikut: 

1. Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini berisi hal-hal umum tentang Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan 

Laut (BPSPL) Pontianak seperti kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta jumlah 

pegawai secara keseluruhan. Penekanan kepada aspek strategis organisasi serta 

permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi. 

2. Bab II Perencanaan Kinerja 

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahunan. 

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja 
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Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan 

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk 

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja 

sebagai berikut: 

a. Capaian Kinerja Organisasi 

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan 

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk 

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja 

sebagai berikut. 

i. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;  

ii. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;  

iii. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;  

iv. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);  

v. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja 

Alternatif solusi yang telah dilakukan;  

vi. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 

vii. Kegiatan Pendukung. 

viii. Realisasi Anggaran 

ix. Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah 

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen 

Perjanjian Kinerja. 

 

4. Bab IV Penutup 

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta 

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. 

5. Lampiran 

a. Perjanjian Kinerja 

b. Lain-lain yang dianggap perlu 
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  BAB II. PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1. Rencana Strategis 2020 - 2024 
Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. RPJMN 2020 – 2024 
merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 
2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai 
sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Visi Presiden 2020-2024 disusun 
berdasarkan arahan RPJPN 2020 - 2025 yaitu:  

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan 
Gotong Royong” 

Visi tersebut diwujudkan dalam sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, 
yaitu:  

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;  
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;  
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;  
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;  
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;  
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;  
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa;  
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan  
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.  

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi 
Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yang meliputi pembangunan sumber daya 
manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, 
dan transformasi ekonomi. Kelima arahan utama Presiden tersebut dituangkan dalam 
dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-
2024, yang terdiri atas: 

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan 
berkeadilan;  

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;  
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;  
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk 

mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;  
5. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan 

iklim;  
6. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan kemananan, dan transformasi 

pelayanan publik.  

Presiden juga memberikan dua arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk:  
1. membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan 

diantaranya kepada nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar 
hasil kelautan dan perikanan, dan petambak garam, serta para pelaku usaha bidang 
kelautan dan perikanan;  

2. memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budi daya.  
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Dalam menjabarkan RPJMN dan arahan Presiden RI terkait dengan pembangunan 
Kelautan dan Perikanan tersebut, telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian 
Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2020 – 2024 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan 
dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis 
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 serta Renstra Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PRL) melalui Keputusan Direktur Jenderal 
Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020 – 2024. 

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Direktur 
Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dimaksud, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut 
(BPSPL) Pontianak, menyusun Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024 sebagai acuan 
dan penjabaran agenda pembangunan, arahan Presiden dan Menteri serta Direktur Jenderal 
Pengelolaan Ruang Laut dalam rangka mencapai tujuan Renstra Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 
Tahun 2020-2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan 
menjadi basis dalam perwujudan program pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun 
kedepan. 

2.1.1. Visi 
Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia 

Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Sebagai 

organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 

tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden. 

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan 
yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk 

mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan 

Gotong Royong”. Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi Ditjen PRL 2020 – 2024 

adalah “Pengelolaan Ruang Laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju 
Terwujudnya Visi KKP”. Dengan demikian Visi BPSPL Pontianak adalah “Pengelolaan Ruang 

Laut di Wilayah Kalimantan menuju terwujudnya Visi Ditjen PRL”. 

2.1.2. Misi 
Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan 

perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden 

dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden 

dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:  

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber 
Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan 

dan Perikanan”;  
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan 

Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;  
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian 

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan  
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan 

Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.  
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Pada tahun 2024 Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan kebijakan untuk 

kegiatan perioritas yaitu: 

1. Memperluas kawasan konservasi laut 

2. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota 

3. Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan 

4. Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil 

5. Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta 

Laut 

Dalam rangka mendukung misi KKP tersebut, BPSPL Pontianak mempunyai 3 (tiga) 

misi yaitu: 

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di 

wilayah kerja BPSPL Pontianak;  

2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di 

wilayah kerja BPSPL Pontianak; 

3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di BPSPL Pontianak. 

2.1.3. Tujuan 
Menjabarkan misi di atas, BPSPL Pontianak merumuskan tujuan pengelolaan ruang 

laut 2020-2024 sebagai berikut:  

1. Misi Perencanaan Ruang laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan 

meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja 

BPSPL Pontianak. 

2. Misi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau--Pulau Kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak 

dengan tujuan: 

a. Meningkatkan daya guna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja 

BPSPL Pontianak 

b. Meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil 

di wilayah kerja BPSPL Pontianak 

3. Misi Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan di lingkup wilayah BPSPL Pontianak 

dengan tujuan meningkatkan penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan di wilayah 

kerja BPSPL Pontianak. 

4. Misi Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan 

Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan 

meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan 

di wilayah kerja BPSPL Pontianak. 

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan di BPSPL Pontianak dengan tujuan 

Meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi BPSPL Pontianak. 

2.1.4. Sasaran Strategis 
Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau – pulau kecil di wilayah kerja 

BPSPL Pontianak merupakan dukungan atas pelaksanaan pengelolaan ruang laut yang 

didalamnya mencakup program pengelolaan perikanan dan kelautan, kualitas lingkungan 

hidup, dan dukungan manajemen. Adapun sasaran kegiatan BPSPL Pontianak Tahun 2020-

2024 dijabarkan sebagai berikut:  
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1. Tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah 

kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan meningkatnya penataan ruang laut 

di wilayah kerja BPSPL Pontianak; 

2. Tujuan meningkatkan daya guna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja 

BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:  

a. Meningkatnya pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar yang difasilitasi 

pemanfaatannya di wilayah kerja BPSPL Pontianak. 

2. Tujuan meningkatkan penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan di wilayah kerja 

BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan: 

a. Terkelolanya kawasan wisata bahari di wilayah kerja BPSPL Pontianak. 

3. Tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati 

perairan di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan: 

a. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di wilayah 

kerja BPSPL Pontianak; 

b. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi 

dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Pontianak; 

c. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di 

wilayah kerja BPSPL Pontianak; 

d. Meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi konservasi 

keanekaragaman hayati laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak. 

4. Tujuan meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau 

kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan: 

a. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah 

kerja BPSPL Pontianak. 

5. Tujuan meningkatkan kinerja reformasi birokrasi BPSPL Pontianak dengan sasaran 

kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik di BPSPL Pontianak.  

2.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2024 
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran 

dari sasaran yang memuat kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana 
strategis, yang akan dilaksanakan oleh BPSPL Pontianak melalui berbagai kegiatan tahunan. 
Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator 
kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan 
seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen 
BPSPL Pontianak untuk mencapainya pada tahun 2024. 

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat informasi tentang: sasaran kegiatan 
yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja kegiatan, rencana 
capaiannya (target), anggaran, lokasi, program, dan kegiatan. Selain itu dimuat pula 
keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan 
dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh 
instansi/sektor lain. 

Dokumen RKT 2024 tersebut kemudian diimplementasikan dalam Penetapan Kinerja (PK) 
Tahun 2023 yang telah berbasis pada Balanced Scorecard (BSC). PK BPSPL Pontianak 
ditandatangani oleh Kepala BPSPL Pontianak dengan Dirjen PRL. Pada tahun 2024 BPSPL 
Pontianak memiliki 12 Sasaran Kegiatan dan 24 Indikator Kinerja (13 IKU dan 11 IKM). Adapun 
Sasaran Kegiatan yang mengalami perubahan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut: 
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Tabel  2.2-1 Perubahan Sasaran Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2023 

Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan 
Tahun 2023 Tahun 2024 

(SK-1) Terselenggaranya pemanfaatan dan 
pengendalian ruang laut di wilayah laut, 
pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja 
BPSPL Pontianak 

(SK-1) Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL 

Pontianak 

- (SK-2) Meningkatnya tenaga kerja yang 
terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta 
Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak 

(SK-2) Terwujudnya kawasan konservasi 
yang ditetapkan di tingkat daerah di wilayah 
kerja BPSPL Pontianak 

(SK-3) Meningkatnya kawasan pesisir dan 
pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam 
rangka penanggulangan pencemaran di 
Wilayah Kerja BPSPL Pontianak 

(SK-3) Meningkatnya partisipasi dan 
kapasitas masyarakat dalam mendukung 
konservasi di wilayah kerja BPSPL 
Pontianak 

(SK-4) Terselenggaranya pemanfaatan dan 
pengendalian ruang laut di wilayah laut, 
pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah 
Kerja BPSPL Pontianak 

(SK-4) Meningkatnya efektivitas Kawasan 
konservasi di wilayah kerja BPSPL 
Pontianak 

(SK-5) Meningkatnya efektivitas kawasan 
konservasi di Wilayah Kerja BPSPL 
Pontianak 

(SK-5) Meningkatnya pengelolaan 
keanekaragaman hayati perairan yang 
dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah 
kerja BPSPL Pontianak 

(SK-6) Terwujudnya kawasan konservasi 
yang ditetapkan di tingkat daerah di Wilayah 
Kerja BPSPL Pontianak 

(SK-6) Meningkatnya pengelolaan 
keanekaragaman hayati perairan yang 
dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL 
Pontianak 

(SK-7) Meningkatnya pelaksanaan 
konvensi dan kontribusi kerjasama, jejaring, 
dan kemitraan untuk mendukung konservasi 
yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL 
Pontianak 

(SK-7) Meningkatnya nilai PNBP BPSPL 
Pontianak 

(SK-8) Meningkatnya jejaring dan kemitraan 
untuk mendukung konservasi yang efektif di 
Wilayah Kerja BPSPL Pontianak 

(SK-8) Tata kelola pemerintahan yang baik 
lingkup BPSPL Pontianak 

(SK-9) Meningkatnya partisipasi dan 
kapasitas masyarakat dalam mendukung 
konservasi di Wilayah Kerja BPSPL 
Pontianak 

- (SK-10) Meningkatnya pengelolaan 
keanekaragaman hayati perairan yang 
dilindungi dan/atau dilestarikan di Wilayah 
Kerja BPSPL Pontianak 

- (SK-11) Meningkatnya pengelolaan 
keanekaragaman hayati perairan yang 
dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL 
Pontianak 

- (SK-12) Tata kelola pemerintahan yang baik 
lingkup BPSPL Pontianak 

Sumber data: BPSPL Pontianak, Maret 2023 dan Maret 2024 

Sedangkan untuk perubahan IKK pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai 
berikut:  
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Tabel  2.2-2 Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2023 

IKK IKK 
Tahun 2023 Tahun 2024 

(IKU-1) Rekomendasi kebijakan monitoring 
dan verifikasi perizinan pemanfaatan ruang 
laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL 
Pontianak (Rekomendasi Kebijakan) 

Tidak digunakan, diganti dengan 
(IKU-1) Dokumen operasionalisasi perizinan 
pemanfaatan ruang laut yang disusun di 
wilayah kerja BPSPL Pontianak (Dokumen) 

(IKU-2) Kerjasama, jejaring dan/atau 
kemitraan konservasi yang diinisiasi di 
wilayah kerja BPSPL Pontianak 
(Kesepakatan) 

Tidak digunakan 

Tidak Terdapat IKU (IKU-2) Daerah yang Difasilitasi Penyusunan 
Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di 
Wilayah Kerja di BPSPL Pontianak (Daerah) 

(IKU-3) Bantuan pemerintah untuk 
kelompok masyarakat penggerak 
konservasi (KOMPAK) di wilayah kerja 
BPSPL Pontianak (Kelompok) 

(IKU-3) Bantuan pemerintah untuk 
kelompok masyarakat penggerak 
konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di 
wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok) 

Tidak Terdapat IKU (IKU-4) Nilai Efektivitas Kawasan 
Konservasi Nasional Wilayah Kerja BPSPL 
Pontianak (%) 

(IKU-4) Jenis Ikan terancam punah yang 
dilakukan pendataan, penyadartahuan, 
perbaikan habitat atau pemulihan populasi 
dan penanganan biota dilindungi di wilayah 
kerja BPSPL Pontianak  (Jenis) 

(IKU-5) Jenis Ikan terancam punah yang 
dilakukan pendataan, penyadartahuan, 
perbaikan habitat atau pemulihan populasi 
dan penanganan biota dilindungi di wilayah 
kerja BPSPL Pontianak  (Jenis) 

(IKU-5) Jenis keanekaragaman hayati 
perairan yang dimanfaatkan secara 
berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL 
Pontianak (Jenis) 

(IKU-6) Jenis keanekaragaman hayati 
perairan yang dimanfaatkan secara 
berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL 
Pontianak (Jenis) 

(IKU-6) Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp) (IKU-7) Nilai PNBP BPSPL Pontianak 
(Rp000) 

(IKU-7) Nilai indikator kinerja pelaksanaan 
anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Pontianak 
(Nilai) 

(IKM-8) Nilai indikator kinerja pelaksanaan 
anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Pontianak 
(Nilai) 

(IKU-8) Nilai kinerja anggaran Lingkup 
BPSPL Pontianak (Nilai) 

(IKM-9) Nilai kinerja anggaran Lingkup 
BPSPL Pontianak (Nilai) 

(IK-9) Nilai unit kerja berpredikat menuju 
WBK di wilayah kerja BPSPL Pontianak 
(Nilai) 

(IKM-10) Nilai unit kerja berpredikat menuju 
WBK di wilayah kerja BPSPL Pontianak 
(Nilai) 

Tidak Terdapat IKU (IKM-11) Inovasi Pelayanan Publik yang 
Diterapkan pada BPSPL Pontianak (Inovasi) 

(IK-10) Indeks profesionalitas ASN lingkup 
BPSPL Pontianak (Indeks) 

(IKM-12) Indeks profesionalitas ASN 
lingkup BPSPL Pontianak (Indeks) 

(IK-11) Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup 
BPSPL Pontianak (Nilai) 

Tidak digunakan, diganti dengan 
(IKM-13) Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL 
Pontianak (Nilai) 
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IKK IKK 
Tahun 2023 Tahun 2024 

(IK-12) Laporan SPIP yang Disusun Lingkup 
BPSPL Pontianak (Dokumen) 

(IKM-14) Laporan SPIP yang Disusun 
Lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen) 

(IK-13) Persentase unit kerja lingkup BPSPL 
Pontianak yang menerapkan sistem 
manajemen pengetahuan yang terstandar 
(%) 

(IKM-15) Persentase unit kerja lingkup 
BPSPL Pontianak yang menerapkan sistem 
manajemen pengetahuan yang terstandar 
(%) 

(IK-14) Persentase rekomendasi hasil 
pengawasan lingkup BPSPL Pontianak yang 
dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi 
dan disampaikan (%) 

(IKM-16) Persentase rekomendasi hasil 
pengawasan lingkup BPSPL Pontianak yang 
dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi 
dan disampaikan (%) 

(IK-15) Persentase penyelesaian temuan 
lingkup BPSPL Pontianak (%) 

(IKM-17) Persentase penyelesaian temuan 
lingkup BPSPL Pontianak (%) 

(IK-16) Tingkat efektivitas pelaksanaan 
kegiatan bantuan pemerintah lingkup 
BPSPL Pontianak (%) 

(IKM-18) Tingkat efektivitas pelaksanaan 
kegiatan bantuan pemerintah lingkup 
BPSPL Pontianak (%) 

Sumber data: BPSPL Pontianak, November 2023 dan Maret 2024 

Secara lengkap Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Pontianak 
pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

Tabel  2.2-3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Pontianak Tahun 2024 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET 

1. Meningkatnya Nilai PNBP  

BPSPL Pontianak 
1. Nilai PNBP BPSPL Pontianak 

(Rp.000) 
2.000.000 

2. Meningkatnya tenaga kerja yang 
terlibat dalam Gerakan Nasional 
Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja 
BPSPL Pontianak 

2. Tenaga kerja yang terlibat dalam 
Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut 
di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak 
(Orang) 

320 

3. Terselenggaranya pemanfaatan 
dan pengendalian ruang laut di 
wilayah laut, pesisir dan pulau-
pulau kecil di Wilayah Kerja 
BPSPL Pontianak 

3. Dokumen operasionalisasi perizinan 
pemanfaatan ruang laut yang 
disusun di Wilayah Kerja BPSPL 
Pontianak (Dokumen) 

3 

4. Meningkatnya pengelolaan dan 
pemanfaatan kawasan konservasi 
di Wilayah Kerja BPSPL 
Pontianak 

4. Persentase peningkatan nilai 
efektivitas kawasan konservasi 
nasional di Wilayah Kerja BPSPL 
Pontianak (%) 

14 

5. 

 

Terverifikasinya kesesuaian 
usulan penetapan kawasan 
konservasi di tingkat daerah di 
Wilayah Kerja BPSPL Pontianak  

5. 

 

Daerah yang difasilitasi penyusunan 
usulan penetapan kawasan 
konservasi di Wilayah Kerja BPSPL 
Pontianak (Daerah) 

1 
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SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET 

6. Meningkatnya pelaksanaan 
konvensi dan kontribusi 
kerjasama, jejaring, dan kemitraan 
untuk mendukung konservasi 
yang efektif di Wilayah Kerja 
BPSPL Pontianak 

6. Kerjasama konservasi yang diinisiasi 
di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak 
(Kesepakatan) 

1 

7. Kemitraan konservasi yang diinisiasi 
di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak 
(Kesepakatan) 

1 

7. Meningkatnya partisipasi dan 
kapasitas masyarakat dalam 
mendukung konservasi di Wilayah 
Kerja BPSPL Pontianak 

8. Bantuan Pemerintah untuk 
Kelompok Masyarakat Penggerak 
Konservasi (KOMPAK) yang 
diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL 
Pontianak (Kelompok) 

2 

9. Kelompok Masyarakat di Kawasan 
Konservasi Daerah pada Wilayah 
Kerja BPSPL Pontianak yang 
difasilitasi pengembangan mata 
pencaharian baru (Kelompok) 

1 

8. Meningkatnya pengelolaan 
keanekaragaman hayati perairan 
yang dilindungi dan/atau 
dilestarikan di Wilayah Kerja 
BPSPL Pontianak 

10. Jenis ikan terancam punah yang 
dilakukan pendataan, 
penyadartahuan, perbaikan habitat 
atau pemulihan populasi dan 
penanganan biota dilindungi di 
Wilayah Kerja BPSPL Pontianak 
(Jenis) 

7 

9. Meningkatnya pengelolaan 
keanekaragaman hayati perairan 
yang dimanfaatkan di Wilayah 
Kerja BPSPL Pontianak 

11. Jenis keanekaragaman hayati 
perairan yang dimanfaatkan secara 
berkelanjutan di Wilayah Kerja 
BPSPL Pontianak (Jenis) 

4 

10. Terfasilitasinya Pemanfaatan Air 
Laut Selain Energi di Wilayah 
Kerja BPSPL Pontianak 

12. Pemanfaatan air laut selain energi 
yang diidentifikasi di Wilayah Kerja 
BPSPL Pontianak (Dokumen) 

1 

11. Meningkatnya kawasan pesisir 
dan pulau-pulau kecil yang 
direstorasi dalam rangka 
penanggulangan pencemaran di 
Wilayah Kerja BPSPL Pontianak 

13. Kawasan pesisir dan pulau-pulau 
kecil yang dilakukan 
penanggulangan pencemaran di 
Wilayah Kerja BPSPL Pontianak 
(Kawasan) 

4 

12. Tata kelola pemerintahan yang 
baik lingkup BPSPL Pontianak 

14. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan 
Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL 
Pontianak (Nilai) 

93,76 

15. Nilai Kinerja Anggaran lingkup 
BPSPL Pontianak (Nilai) 

86 
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SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET 

16. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju 
WBK di BPSPL Pontianak (Nilai) 

75 

17. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup 
BPSPL Pontianak (Indeks) 

88 

18. Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL 
Pontianak (Nilai) 

81 

19. Laporan SPIP yang disusun lingkup 
BPSPL Pontianak (Dokumen) 

4 

20. Persentase Unit Kerja lingkup 
BPSPL Pontianak yang menerapkan 
Sistem Manajemen Pengetahuan 
yang Terstandar (%) 

94 

21. Rekomendasi Hasil Pengawasan 
lingkup BPSPL Pontianak yang 
Dokumen Tindak Lanjutnya telah 
dilengkapi dan disampaikan (%) 

80 

22. Persentase Penyelesaian Temuan 
LHP BPK lingkup BPSPL Pontianak 
(%) 

100 

23. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan 
Kegiatan Bantuan Pemerintah 
lingkup BPSPL Pontianak (%) 

80 

24. Nilai pengawasan internal kearsipan 
lingkup BPSPL Pontianak (Nilai) 

65 

Sumber data: BPSPL Pontianak - DJPKRL, Maret 2024 

2.3. Metode Pengukuran Kinerja 

2.3.1. Rumusan Pengukuran 
Pengukuran capaian kinerja BPSPL Pontianak tahun 2023, dilakukan dengan 

membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator 

kinerja pada setiap periode capaian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu 

pada Manual IKU pada masing-masing indikator yang ada dalam dokumen Balanced Scored 

Card (BSC). 

2.3.2. Pedoman Pengukuran Kinerja 
Dalam memantau perkembangan target kinerja telah ditetapkan Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di 

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam pedoman tersebut telah dijelaskan 

tentang target kinerja yang akan dicapai dan tata cara pengukurannya. Pengukuran kinerja 

dilaksanakan setiap bulan/triwulanan/semester/tahun sesuai tipe IKU. Setiap IKU memiliki 

cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual IKU.  
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Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu: 

1. Prinsip Pengukuran Kinerja 

a. Pengukuran Kinerja dilakukan secara periodik; 

b. Pengukuran Kinerja dilakukan dari bawah keatas (level IV sampai ke level 0); dan 

c. Pencapaian Kinerja atasan merupakan akumulasi/rata-rata/kontribusi/adopsi 

langsung dari pencapaian kinerja bawahannya. 

2. Syarat Pengukuran Kinerja 

Terdapat Perjanjian Kinerja (PK), Rincian Target Indikator Kinerja, Rencana Aksi atas PK, 

manual pengukuran dan pengumpulan data IKU serta dukungan sistem informasi. 

3. Manual IKU 

Pengukuran capaian kinerja untuk setiap IKU berpedoman pada Manual IKU yang berisi 

informasi karakteristik IKU, definisi dan cara pengukuran, agar tidak terjadi perbedaan 

pendapat dalam merencanakan, mengukur, mengevaluasi dan menganalisa IKU. 

Tahapan pengukuran capaian indikator kinerja dan rencana aksi dilakukan secara 

berjenjang dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Melakukan perhitungan data mentah (Raw Data) 

2. Menghitung Realisasi IKU 

3. Mengalikan dengan bobot validasi IKU 

4. Memasukkan data realisasi IKU dan dokumen pendukungnya pada Sistem Aplikasi 

Pengelola Kinerja (http://kinerjaku.kkp.go.id/app/) 

5. Atasan langsung dari setiap level melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data 

yang diinput valid, reliabel dan obyektif. 

6. Sub tim verifikasi kinerja di tingkat level I dan tingkat Kementerian melakukan verifikasi 

data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai 

dengan Manual IKU. 

7. Menghitung capaian Nilai Kinerja Perspektif (NKP) dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO). 

8. Menyesuaikan maksimum pencapaian. Nilai maksimum pencapaian adalah 120% (untuk 

menghindari KPI gaming). 

9. Mengarsipkan data dan dokumen pendukung capaian kinerja. 

10. Kepala Biro/Sekretaris Direktorat Jenderal menyampaikan seluruh hasil pengukuran unit 

kerja di tingkat kementerian dan unit kerja level I kepada masing-masing pimpinan unit 

kerja dibawahnya paling lambat 5 hari setelah periode triwulanan/tahunan berakhir. 

Capaian kinerja triwulanan dalam pelaksanaannya dipantau oleh tim yang menjadi 

penanggungjawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkan kepada 

Sekretaris Direktorat Jenderal PRL. Berdasarkan laporan unit kerja penanggung jawab 

kegiatan, Sesditjen PRL merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk 

mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan. 
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BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 

 

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 
Pengukuran capaian kinerja Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan 

antara target dengan capaian berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKU dan IKM). 
Perhitungan IKU dan IKM diukur berdasarkan tingkat validitas IKU. Pelaksanaan pengukuran 
kinerja pada BPSPL Pontianak, sebagaimana unit kerja lain di lingkungan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan, menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) 

secara online yaitu http://kinerjaku.kkp.go.id/. Proses penghitungan kinerja menggunakan 
Manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya, serta menilai 
capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. 
Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran 

strategis sesuai dengan tanggungjawabnya. 

Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak, sebagaimana unit kerja lain di 
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi 
Pengelolaan Kinerja (SAPK) secara online yaitu http://kinerjaku.kkp.go.id/. Proses 

penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah 
disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung 
pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola 
kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggungjawabnya.  

 
Gambar 3.1.1-1. Nilai Kinerja Organisasi BPSPL Pontianak (Sumber: Aplikasi Kinerjaku) 

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) IKU+IKM BPSPL Pontianak pada Triwulan III Tahun 

2024 yaitu 107,50% (masuk kategori Hijau = Baik). NKO mengalami peningkatan sebesar 
1,56% dari Triwulan II. NKO IKU pada Tahun 2023 (Triwulan III) sebesar 111,11%. Terdapat 
penurunan 3,56% dari Triwulan III Tahun 2023. Penurunan nilai disebabkan karena penurunan 
capaian dari target dan bertambahnya target dalam perhitungan tahunan. Dari 24 Indikator 

Kinerja Kegiatan, hanya 4 Indikator yang memiliki periode penilaian Triwulan III. Terdapat 4 
Indikator Kinerja yang tercapai telah tercapai seluruhnya. Secara singkat capaian kegiatan 
pada Triwulan III dapat dilihat pada infografis di bawah ini. 
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Gambar 3.1.1-2. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan III 
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Gambar 3.1.1-3.   Capaian Kinerja  BPSPL Pontianak Triwulan III
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3.1.1. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Pontianak 

IKU 1. Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp000) 
Penerimaan Negara Bukan Pajak BPSPL Pontianak adalah seluruh penerimaan yang tidak 

berasal dari penerimaan perpajakan, berupa kegiatan pemanfaatan jenis ikan dilindungi 
dan/atau dibatasi pemanfaatannya serta penerimaan dari sumber lain.  

Teknik Menghitung: 

Nilai PNBP 2024 = Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131) + Pendapatan 

Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya (425629) + Pendapatan Perizinan Lainnya (425259) 
yang diperoleh dari Satuan Kerja BPSPL Pontianak. 

PNBP BPSPL Pontianak =  PNBP Layanan + PNBP BMN + PNBP Lainnya            
    
 dimana, 

PNBP Layanan =  SAJI DN + Surat Rekomendasi DN + Surat Rekomendasi LN + Denda 
 
 Keterangan: 
SAJI DN = Pungutan atas Dokumen SAJI DN*1) + Pungutan Perdagangan + 

Pungutan Pengambilan*2) 
Surat 
Rekomendasi 

= Pungutan atas Dokumen Rekomendasi + Pungutan Perdagangan 

PNBP Layanan 
= Nilai PNBP yang berasal dari Pendapatan Perizinan Lainnya dan 

Jasa Kelautan dan Perikanan 

PNBP BMN 
= Nilai PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara 

(BMN) 

PNBP Lainnya 
= Nilai PNBP yang berasal dari Tuntutan Ganti Rugi dan Denda yang 

tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi 
Denda dikenakan atas pengangkutan jenis ikan yang melebihi volume pada dokumen 
angkut. 

 
Keterangan: 
1) untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) dikenakan tarif 25% 
2) dikenakan untuk pengangkutan jenis ikan yang berasal pengambilan dari alam berdasarkan 
kuota yang dimiliki 
 
Formulasi Penghitungan Pungutan 
Pungutan Pengambilan = Jumlah Individu x Tarif PNBP x Harga Patokan Jenis Ikan 
Pungutan Perdagangan = Volume x Tarif PNBP x Harga Patokan Jenis Ikan 
Denda = Tarif PNBP x Jumlah Produk yang Tidak Sesuai dengan 

Permohonan    
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Tabel  3.1.1-1. Capaian IKU 1 BPSPL Pontianak 

SK-1 Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Pontianak 

IKU-1 Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp000) 

Realisasi 2023  

Tahun 2024 Renstra BPSPL 
Pontianak 

Renstra DJPRL 
2020-2024 

Target 
TW III 

.Realisasi 
TW III  

% 
Capaian 

Target  
PK 2024 

% 
Realisasi 

thd 
Target 

PK 

Target 
2024 

% 
Realisasi 

thd 
Target 
2024 

Target 
2024 

% 
Capaian 

thd 
Target 

Renstra 

2.374.620.820 Periode Capaian Tahunan 2.000.000 0 - - - - 

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, September 2024 
 

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024 
Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran 

dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian nilai PNBP 
Triwulan III (per tanggal buku 1 Januari – 30 September 2024) yaitu senilai  Rp1.928.745.152  

atau 96,44% dari target tahunan. 

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 

2023 
Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III 

Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya 
dilakukan secara tahunan. Namun untuk progres nilai PNBP Triwulan III tahun 2024 
(Rp1.928.745.152) mengalami peningkatan sebesar 113,66% jika dibandingkan dengan 
progres nilai PNBP Triwulan III tahun 2023 (Rp1.696.854.785). 

 

Gambar 3.1.1-1. Tren Capaian PNBP dari Tahun 2022 

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah 
Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PRL  2020 – 

2024. Capaian kinerja triwulan I belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra 
Ditjen PRKL Tahun 2020 – 2024 karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024. 

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra 
Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 

2020 – 2024, namun pada tahun 2024 terdapat target sebesar Rp 2.000.000.000,-. Capaian 
kinerja triwulan I belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra BPSPL Pontianak 
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Tahun 2020 – 2024 karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024. Namun, progres 
nilai PNBP Triwulan III tahun 2024 telah berkontribusi sebesar 96,44% dari target tahunan. 

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja 

serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan 
Progres capaian sampai dengan Triwulan III sebesar 96,44% dari target tahunan. Hal itu 

didukung oleh penggunaan aplikasi dan kompetensi tim pelayanan dan pengelola PNBP. 
Kendala yang muncul apabila terdapat gangguan atau perbaikan pada aplikasi tersebut 

sehingga menghambat proses pemungutan PNBP. Untuk menghadapai hal tersebut, tim 
pelayanan dan pengelola PNBP melakukan pelayanan dan pencatatan secara manual. 

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 
Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak 

terdapat target di Triwulan III sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis 
efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS 

dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu 
dengan menggunakan aplikasi SIMPONI untuk menerbitkan dan memvalidasi PNBP yang 
diterima. 

7. Kegiatan Pendukung 
Pada Triwulan III ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, 

yaitu Pelayanan Operasional Perizinan (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi) selama bulan 
Juli – September 2024. Selain itu, ada pula pungutan PNBP dari sewa Gedung dan Bangunan. 

Berikut ini merupakan rincian pungutan PNBP hingga Triwulan III 2024. 

Tabel  3.1.1-2 Progres Capaian PNBP BPSPL Pontianak Triwulan III  

 Jenis PNBP Juli Agustus September 
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, 
dan Bangunan 

 Rp166.667   Rp333.334   Rp333.334  

Pendapatan Perizinan Lainnya  Rp115.020.000   Rp108.135.000   Rp114.345.000  

Pendapatan Jasa Kelautan dan 
Perikanan Lainnya 

 Rp98.691.815   Rp95.567.925   Rp100.451.300  

Jumlah  Rp213.878.482   Rp204.036.259   Rp215.129.634  

Total TW III Rp633.044.375 

8. Realisasi Anggaran 
Dalam pencapaian target IKU pada Triwulan III Tahun 2024 tidak terdapat anggaran 

khusus untuk kegiatan ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran. 

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024 
Pelayanan operasional perizinan (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi) pada bulan 

Oktober – Desember 2024, pemungutan PNBP untuk layanan dan izin yang diterbitkan oleh 
BPSPL Pontianak, serta pemungutan PNBP dari Sewa Gedung dan Bangunan. 
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3.1.2. Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat 

dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja 

BPSPL Pontianak 

IKU 2. Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta 

Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang) 
Tenaga kerja yang terlibat di Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) 

Pontianak merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan 
barang/jasa, yang menerima manfaat, dan/atau operasionalisasi dalam kegiatan prioritas 
fisik ataupun nonfisik. Tenaga kerja berasal dari perhitungan jumlah tenaga kerja yang terlibat 
dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut oleh Balai Pengelolaan 
Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak. 
 
Teknik Menghitung 
 
TKBPSPL Pontianak = TKLokasi 1 + TKLokasi 2 + TKLokasi 3 + TKLokasi 4  
 
 Keterangan: 
TKBPSPL Pontianak  = Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat Kegiatan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah 
kerja BPSPL Pontianak 
TKLokasi 1,2,3,4        = Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat Kegiatan Nasional Bulan Cinta Laut di lokasi 
yang menjadi target pada tahun 2024 

Tabel  3.1.2-1. Capaian IKU 2 BPSPL Pontianak 
SK-2 Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di 

Wilayah Kerja BPSPL Pontianak 

IKU-2 Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL 
Pontianak (Orang) 

Realisasi 
2023  

Tahun 2024 Renstra BPSPL 
Pontianak 

Renstra DJPRL 
2020-2024 

Target 
TW III 

Realisasi  
TW III  

% 
Capaian 

Target  
PK 2024 

% 
Realisasi 

thd 
Target 

PK 

Target 
2024 

% 
Realisasi 

thd 
Target 
2024 

Target 
2024 

% 
Capaian 

thd 
Target 

Renstra 

- Periode Capaian Tahunan 320 0 - -  - 

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, September 2024 

 

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024 
Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran 

dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang 
telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2024 diantaranya: Evaluasi dan Penutupan Bulan 

Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak, Evaluasi dan Penutupan Akbar Bulan Cinta Laut 
di Kota Makassar, Monitoring Sampah Laut di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang, 
Identifikasi Lokasi Monitoring Sampah di Kabupaten Sambas. Progres jumlah tenaga kerja 
yang terlibat dalam kegiatan Bulan Cinta Laut sampai dengan bulan Juni 2024 sebanyak 320 
nelayan tradisional (100% dari target sebesar 320 orang) yang tersebar merata sebanyak 

masing-masing 80 orang di empat lokasi Bulan Cinta Laut.  
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2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 
Pada tahun 2023, tidak terdapat IKU “Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional 

Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak”. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum 
dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU 
tersebut pada tahun 2023. 

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah 
Target Jangka Menengah yang tertuang dalam Renstra DJPRL 2020-2024 yaitu sebanyak 

5 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran pada 
tahun 2024. Capaian kinerja Triwulan III 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka 
menengah. Hal itu dikarenakan IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung 
di akhir tahun. 

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra 
Target Rencana Strategis IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 

2020 – 2024. Capaian kinerja Triwulan III belum dapat dibandingkan dengan target dalam 
Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024, karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di 
tahun 2024.  

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja 

serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan 
Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III dapat mendorong 

tercapainya target di akhir tahun. Meskipun begitu, keberhasilan progres kegiatan yang 
dilaksanakan bergantung pada kesiapan stakeholder terkait dalam pelaksanaan kegiatan. 
Miskomunikasi dapat mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, 

dilakukan komunikasi yang baik dengan stakeholder terkait dalam melakukan koordinasi 
untuk pelaksanaan kegiatan. 

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 
Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak 

terdapat target di Triwulan III sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis 
efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS 
dengan realisasi anggaran. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan 

dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil dengan mengikuti kegiatan secara daring. 

7. Kegiatan Pendukung 
Pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU pada Triwulan III yang telah 

dilaksanakan diantaranya: 

a. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Kubu Raya 

Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kubu Raya dilakukan 
pada tanggal 9 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 8 
kelompok nelayan di dua desa (Desa Jeruju Besar sebanyak 20 orang dan Desa Sungai 
Rengas sebanyak 60 orang). Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kubu Raya 

selama 8 (delapan) minggu telah mengumpulkan sebanyak 23,7 ton sampah dengan 
total sampah plastik sebanyak 7,18 ton. Sampah terpilah dari kegiatan ini telah 
menghasilkan nilai ekonomis sejumlah Rp4.863.000.  
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Gambar 3.1.2-1. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Kubu Raya 

b. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang 

Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang dilakukan pada 

tanggal 12 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 6 
kelompok nelayan di tiga Kelurahan (Kel. Setapuk Besar sebanyak 28 orang, Kel. 
Naram sebanyak 22 orang dan Kel Kuala sebanyak 20 orang). Kegiatan Bulan Cinta 
Laut di Kota Singkawang telah mengumpulkan 11,9 ton sampah dengan total sampah 

plastik sebanyak 6,87 ton. Sampah terpilah dari kegiatan ini telah menghasilkan nilai 
ekonomi sebesar Rp10.525.800. 

 
Gambar 3.1.2-2. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang 

c. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut 

Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut dilakukan pada 
tanggal 8 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 5 

kelompok nelayan di dua Desa (Desa Sungai Bakau sebanyak 76 orang dan Desa 
Bawah Layung sebanyak 6 orang). Kegiatan ini juga didukung oleh mitra Bank Sampah 
Induk Baiman Banjarmasin. Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Tanah Laut telah 
mengumpulkan sebanyak 4,8 ton sampah dengan sampah yang bernilai ekonomis 

sebesar Rp4.196.950. 
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Gambar 3.1.2-3. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut 

d. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan 

Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan dilakukan pada 
tanggal 8 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 6 
kelompok nelayan di satu Kelurahan (Kel. Sepinggan sebanyak 80 orang). Kegiatan ini 

juga bemitra dengan Bank Sampah Kota Hijau. Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kota 
Balikpapan telah mengumpulkan sebanyak 38,84 ton sampah dengan nilai insentif 
sampah untuk nelayan sebesar Rp211.161.700. 

 
Gambar 3.1.2-4. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan 

e. Monitoring Sampah Pesisir dan Laut di Kota Singkawang 
Monitoring sampah pesisir dan laut dilakukan pada tanggal 9 – 12 September 2024 di 

Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang untuk memantau kondisi sampah yang 
ada di pesisir dan laut sekitarnya pasca pelaksanaan kegiatan Bulan Cinta Laut. 
Metode survei yang digunakan yaitu dengan menarik garis transek dan memantau 
jumlah sampah pada tiga lokasi sampling:  Pantai Singka Island Park, Pantai Kuala 

Singkawang dan Pantai Viral. Pada masing-masing lokasi terkumpul sampah 
sebanyak 1,348 kg di Pantai Singka; 7,887 kg di Pantai Kuala Singkawang; dan 0,619 
kg sampah di Pantai Viral. Jenis sampah yang ditemukan di ketiga lokasi tersebut yaitu 
plastic, karet, foam/busa, kertas, kain, kaca dan logam. 
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Gambar 3.1.2-5. Monitoring Sampah Pesisir di Kota Singkawang 

f. Bersih Pantai dan Identifikasi Lokasi Monitoring Sampah di Kab. Sambas 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 September 2024 dalam rangka 
menghadiri Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dari Stasiun PSDKP Pontianak melalui 
kegiatan bersih pantai. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui potensi 

sampah yang ada di pesisir Kabupaten Sambas, tepatnya di Desa Temajuk dan Desa 
Sebubus.  Kegiatan bersih pantai dihadiri oleh PSDKP Pontianak, Organisasi Perangkat 
Daerah lingkup Kabupaten Sambas, TNI dan POLRI, POKMASWAS dan pelajar 
setempat. Sampah yang berhasil dikumpulkan oleh peserta didapatkan sebanyak 1,4 

ton yang terdiri dari sampah plastik sisa kemasan makanan, bungkus rokok, punting 
rokok, botol minum plastik, botol minum kaca, kaleng biskuit dan lain sebagainya. 

 
Gambar 3.1.2-6. Gerakan Bersih sampah dan Identifikasi Lokasi Monitoring Sampah 

Identifikasi lokasi monitoring sampah dilakukan di Pantai Camar Bulan, Pantai Sungai 
Belacan dan Pantai Tanjung Api. Lokasi yang memenuhi kriteria untuk dilakukan 
monitoring sampah yaitu di Pantai Sungai Belacan dan Pantai Tanjung Api. Sampah 

yang ditemukan di kedua lokasi tersebut berupa sampah sisa kemasan makanan dan 
minuman, botol lotion dan punting rokok. Terdapat sampah kemasan yang berasal dari 
luar negeri seperti Malaysia dan China. 

8. Realisasi Anggaran 
Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output 

[4346.QDD.001] Fasilitasi Pembinaan dan Kelompok Masyarakat. Realisasi anggaran 
digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota. 

Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel 
berikut ini. 
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Tabel  3.1.2-2. Realisasi Anggaran IKU 2 Triwulan III 

No. Komponen/Subkomponen Pagu Realisasi Blokir 

1. [4346.QDD.001.051] 
Aksi Penanggulangan Dampak 
Pencemaran di Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil 

Rp800.000.000 Rp715.352.571 
(89,42%) 

- 

TOTAL Rp800.000.000 Rp715.352.571 
(89,42%) 

- 

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan III (akumulatif dari 
Januari 2024) yaitu Rp715.352.571 atau 89,42% dari pagu anggaran sebesar Rp 800.000.000. 

Progres realisasi anggaran berdasarkan triwulan disajikan pada grafik berikut ini. 

 
Gambar 3.1.2-7. Realisasi Anggaran IKU II Triwulan III 

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024 
Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Bulan Oktober – Desember yaitu 

menyusun laporan kegiatan Bulan Cinta Laut yang telah dilaksanakan. 

3.1.3. Sasaran Kegiatan 3 Terselenggaranya pemanfaatan dan 

pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau 

kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak 

IKU 3. Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang 

disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen) 
Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun adalah 

dokumen yang dihasilkan dari upaya pengendalian pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang dilakukan melalui sosialisasi, monitoring/identifikasi 
pemanfaatan ruang laut yang eksisting, dan/atau verifikasi perizinan. Teknik menghitung 
dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen operasionalisasi perizinan 
pemanfaatan ruang laut yang terdiri dokumen identifikasi dan verifikasi, sosialisasi, dan 
monitoring pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang diselesaikan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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Tabel  3.1.3-1. Capaian IKU 3 BPSPL Pontianak 
SK-3 Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan 

pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak 

IKU-3 Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di Wilayah Kerja 
BPSPL Pontianak (Dokumen) 

Realisasi 
2023  

Tahun 2024 Renstra BPSPL 
Pontianak 

Renstra DJPRL 
2020-2024 

Target 
TW III 

.Realisasi 
TW III  

% 
Capaian 

Target  
PK 2024 

% 
Realisasi 

thd Target 
PK 

Target
2024 

% 
Realisasi

thd 
Target 
2024 

Target 
2024 

% 
Capaian 

thd 
Target 
Renstra 

3 Periode Capaian Tahunan 3 - - - - - 

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, September 2024 

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024 
Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran 

dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang 

telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2024 diantaranya: koordinasi pelaksanaan 
kegiatan pelayanan pemanfaatan ruang laut, monitoring pemanfatan ruang laut di Wilayah 
Kerja BPSPL Pontianak, verifikasi lapangan permohonan KKPRL di Wilayah Kerja BPSPL 
Pontianak.  

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 
Pada tahun 2023 terdapat realisasi sebanyak 3 dokumen dari target sebesar 3 dokumen. 

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 

2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya 
dilakukan secara tahunan. 

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah 
Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra DJPKRL 2020-2024 yaitu persentase 

penyelesaian perizinan sebesar 100% di tahun 2024. Capaian kinerja Triwulan III 2024 belum 
dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Hal itu dikarenakan IKU ini tidak 

memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir tahun. 

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra 
Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 

2020 – 2024, namun pada tahun 2024 terdapat target sebesar 3 Dokumen. Capaian kinerja 
Triwulan III belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra BPSPL Pontianak Tahun 
2020 – 2024, karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024.  

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja 

serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan 
Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III dapat mendorong 

tercapainya target di akhir tahun berupa dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan 
ruang laut. Hal ini disebabkan saat ini telah terbit regulasi terkait dengan pemanfaatan ruang 

laut yang mengatur tentang hak, kewajiban dan sanksi bagi subjek pemanfaatan ruang laut. 
Selain itu, BPSPL Pontianak juga bekerja sama dengan Stasiun PSDKP Pontianak dan Stasiun 
PSDKP Tarakan dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut. 

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 
Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak 

terdapat target di Triwulan III sehingga NKO belum dapat dihitung. Perhitungan analisis 
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efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NKO, realisasi anggaran dan selisih dari NKO 
dengan realisasi anggaran. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan 
dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat Perencanaan Ruang Laut dan melakukan 

penilaian teknis secara daring.  

7. Kegiatan Pendukung 
Pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU pada Triwulan III yang telah 

dilaksanakan diantaranya: 

a. Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut 

Pada Triwulan III, pendampingan dalam verifikasi teknis PKKPRL telah dilakukan oleh 

Direktorat Perencanaan Ruang Laut kepada 33 pemohon pemanfaatan ruang laut di 
wilayah Kalimantan. Verifikasi teknis KKPRL terbanyak dilakukan di Kalimantan Timur 
sebanyak 30 pemohon, sementara verifikasi teknis paling sedikit dilakukan di 
Kalimantan Selatan sebanyak tiga pemohon. 

Tabel  3.1.3-2. Jumlah Verifikasi Teknis KKPRL Triwulan III 

Provinsi Jumlah Pemohon Waktu 
Pelaksanaan 

Kalimantan Timur 30 Juli - September 
Kalimantan Selatan 3 Juli & September 

Total 33 Juli - September 
 
Kegiatan ini juga didukung lebih lanjut dengan Penilaian teknis secara luring di Kota 

Balikpapan pada tanggal 4 – 6 September 2024. Penilaian teknis dan verifikasi lapangan 
yang telah dilaksanakan diantaranya untuk Permohonan KKPRL Dinas Kesehatan Kota 
Balikpapan, Persekutuan dan Perkumpulan Kelompok Nelayan Budidaya Ibu, dan 
Permohonan Resort a.n. Indra Mahardika.  

 
Gambar 3.1.3-1. Verifikasi Lapangan Permohonan KKPRL 

b. Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut 

Telah dilakukan monitoring pemanfaatan ruang laut untuk pelaku pemanfaatan ruang 
laut sebanyak  27 subjek yang berada di Kalimantan Selatan (4 Subjek), Kalimantan Timur 
(22 Subjek) dan Kalimantan Barat (1 Subjek).  
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Gambar 3.1.3-2. Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut 

c. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut 

Kegiatan sosialisasi dilakukan pada tanggal 14 Juli 2024 di Hotel Maestro Pontianak. 
Kegiatan ini bertujuan dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai perizinan 
pemanfaatan ruang laut pada Nelayan di Provinsi Kalimantan Barat, Universitas 

Muhammadiyah Pontianak serta instansi terkait lainnya. Narasumber dari kegiatan ini 
berasal dari Staf Ahli Menteri KP Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya; Dinas Kelautan dan 
Perikanan Provinsi Kalimantan Barat; Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Disampaikan 
bahwa berdasarkan mandat UUCK kewenangan dalam penyelenggaraan pemanfaatan 

ruang laut berada di Pemerintah Pusat. Peranan dari pemerintah daerah adalah hasil 
penataan ruang daerah berupa RTRW Provinsi digunakan sebagai dasar penerbitan 
Persetujuan KKPRL. Upaya menjaga kelestarian lingkungan laut dengan penerbitan 
persetujuan KKPRL diberlakukan 16 kewajiban bagi pemegang KKPRL untuk melestarikan 

biota laut dan ekosistem pesisir/laut; pemberdayaan masyarakat; dan menghormati 
kepentingan bersama antar pemanfaatan ruang laut salah satunya adalah nelayan. Jadi 
tidak ada privatisasi untuk area pemegang persetujuan KKPRL karena diatur kewajiban 
memberikan akses nelayan. 

 
Gambar 3.1.3-3. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut 

d. Kegiatan Pendukung Lainnya 

Kegiatan lain yang dilakukan untuk mendukung IKU ini diantaranya: rapat evaluasi 
kegiatan tahun 2024 dan rencana usulan pelaksanaan pemanfaatan ruang laut pada 
tanggal 25 s.d. 28 Juli 2024; koordinasi ke Direktorat PRL pasca Penilaian Teknis Dinas 

Kesehatan Kota Balikpapan pada tanggal 13 – 14 September 2024. 
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8. Realisasi Anggaran 
Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output 

[2366.PBT.009] Rekomendasi kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan 
Ruang Laut. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan 
pada tabel berikut ini. 

Tabel  3.1.3-3. Realisasi Anggaran IKU 3 Triwulan III 

No. Komponen/Subkomponen Pagu Realisasi Blokir 

1. [2366.PBT.009.051] 
Sosialisasi 
Penyelenggaraan Penataan 
Ruang 

Rp195.810.000
  

Rp64.651.290 
(33,02%) 

- 

2. [2366.PBT.009.052] 
Verifikasi Pemanfaatan 
Ruang Laut 

Rp354.190.000
  

Rp203.822.133 
(57,55%) 

- 

3.  [2366.PBT.009.053] 
Monitoring Pemanfaatan 
Ruang Laut 

Rp 600.000.000 Rp430.767.675 
(71,79%) 

- 

TOTAL Rp 1.150.000.000 Rp699.241.098  
(60,80%) 

- 

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung ini pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 
2024) yaitu Rp699.241.098 atau 60,80% dari pagu anggaran sebesar Rp 1.150.000.000. 
Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Sewa. 

 
Gambar 3.1.3-4. Grafik Realisasi Anggaran IKU 3 hingga Triwulan III 

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024 
Melakukan koordinasi dengan Direktorat Perencanaan Ruang Laut, melakukan verifikasi 

teknis permohonan KKPRL lanjutan untuk bulan Oktober – Desember, serta melakukan 
monitoring dan identifikasi pemanfaatan ruang laut. Selain itu penyusunan laporan kegiatan 
direncanakan pada Triwulan III.  
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3.1.4. Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya pengelolaan dan 

pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL 

Pontianak 

IKU 4. Persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi 

nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%) 
Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BPSPL Pontianak adalah 

Nilai yang diperoleh dari hasil penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Konservasi. Kawasan 
Konservasi Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang dilakukan penilaian efektivitas 
pengelolaannya seluas 42.667,99 Hektar yaitu Kawasan Konservasi di Perairan (KKP) 
Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Dokumen yang dipergunakan dalam 
pelaksanaan evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi adalah dokumen tahun 
sebelumnya dan/atau tahun berjalan. Nilai tersebut dapat tercapai setelah dilakukan penilaian 
Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) dengan mengacu pada 
Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan 
melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEPDJPKRL/2020. 
Aspek penilaian EVIKA yang telah ditetapkan meliputi tata kelola, sumber daya kawasan, 
target konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya. Keseluruhan aspek tersebut 
diterjemahkan/diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas 
pengelolaan pada kriteria input, proses, output dan outcome. 

 
Gambar 3.1.4-1. Aspek Penilaian EVIKA 

Tabel  3.1.4-1. Jumlah Indikator, Bobot dan Jumlah Pertanyaan pada setiap Kriteria 

Kriteria Jumlah Indikator Bobot Jumlah Pertanyaan 

Input 6 10-25 9 

Proses 8 10-25 12 
Output 6 15-20 13 

Outcome 4 20-30 8 
Total 24  42 
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Tabel  3.1.4-2. Perhitungan Nilai Akhir EVIKA 

Kriteria Ni Nmax NK (%) BK Nak (%) 

Input … 1075 … 0,25 … 
Proses … 430 … 0,35 … 
Output … 650 … 0,25 … 
Outcome … 625 … 0,15 … 
Nilai Akhir Evaluasi  

 
Keterangan: 
Nilai Indikator (Ni)  : Hasil penjumlahan skor pada setiap indikator 
Nilai Maksimum (nMax) : Total nilai dari seluruh pertanyaan 
Nilai Kriteria (Nk)  : Ni / nMax X 100% 
Bobot Kriteria (Bk)  : Nilai Bobot yang diberikan untuk setiap kriteria 
Nilai Akhir Kriteria (Nak) : Nk x Bk 
Nilai Akhir Evaluasi  : Penjumlahan Nak 

Tabel  3.1.4-3. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi 

Nilai Akhir Evaluasi Warna Status Keterangan 

<50% Perunggu Dikelola 
Minimum 

Desain dan rancangan kawasan sudah 
dilakukan dan proses pengelolaan sudah 
dilaksanakan namun masih diperlukan upaya 
untuk mencapai tujuan pengelolaan 

>50-85% Perak Dikelola 
Optimum 

Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan 
secara adaptif dan beberapa tujuan 
pengelolaan sudah tercapai 

>85% Emas Dikelola 
Berkelanjutan 

Manfaat pengelolaan dirasakan oleh 
masyarakat dengan nilai-nilai konservasi 
yang terlindungi dan lestari 

Tabel  3.1.4-4. Capaian IKU 4 BPSPL Pontianak 
SK-4 Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan 

pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak 

IKU-4 Persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi nasional di Wilayah Kerja 
BPSPL Pontianak (%) 

Realisasi 
2023  

Tahun 2024 Renstra BPSPL 
Pontianak 

Renstra DJPRL 
2020-2024 

Target  
TW III 

.Realisasi 
TW III  

% 
Capaian 

Target  
PK 2024 

% 
Realisasi 

thd 
Target 

PK 

Target
2024 

% 
Realisasi 

thd 
Target 
2024 

Target 
2024 

% 
Capaian 

thd 
Target 

Renstra 

36,44 Periode Capaian Tahunan 14 - - - 17,8 jt 
Ha 

- 

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, September 2024 

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024 
Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran 

dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Namun, berdasarkan 
Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan pada tanggal 7 Agustus 2024, Kawasan 

Konservasi di Perairan Mahakam Hulu mendapatkan nilai akhir sebesar 52,75% dengan status 
Perak (Dikelola Optimum). Nilai EVIKA BPSPL Pontianak mengalami peningkatan sebesar 
16,31% dan telah mencapai target Perjanjian Kinerja sebesar 14% dengan persentase capaian 
sebesar (116%). Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2024 
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diantaranya: penilaian Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi, Conservation Goes to School, 
sosialisasi Rencana Pengelolaan Zonasi Kawasan Konservasi, survey ikan ekonomis penting, 
survey sosial ekonomi. 

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 
Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun 

sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian 
IKU tersebut pada tahun 2023 sebesar 36,44%, lebih besar daripada target tahun ini yang 
sebesar 14%. Hal itu karena target tahun ini merupakan peningkatan nilai EVIKA, sehingga 
target nilai EVIKA kumulatif pada tahun ini sebesar 50,44%. Namun, berdasarkan hasil 

penilaian EVIKA pada tanggal 7 Agustus 2024, didapatkan nilai EVIKA Kawasan Konservasi 
Mahakam Hulu sebesar 52,75% sehingga terdapat peningkatan nilai EVIKA sebesar 16,31%. 

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah 
Target jangka menengah tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu luas 

Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan sebesar 17,8 juta Ha di tahun 2024. 
Capaian kinerja Triwulan III 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. 

Hal itu dikarenakan IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir 
tahun. Selain itu, satuan yang digunakan dalam pengukuran kinerja berbeda dengan target 
Renstra Ditjen PKRL sehingga tidak dapat dibandingkan. Namun, pengelolaan Kawasan 
Konservasi Mahakam Hulu seluas 42.000 hektar berkontribusi terhadap target pengelolaan 
Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan. 

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra 
Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 30% di tahun 2023 sampai 

dengan tahun 2024. Target tersebut sudah tercapai di tahun 2023 yaitu dengan nilai EVIKA 
sebesar 36,44%. Capaian kinerja Triwulan III 2024 belum dapat dibandingkan dengan target 
Renstra BPSPL Pontianak. Hal itu dikarenakan IKU ini tidak memiliki target triwulan dan 
capaiannya dihitung di akhir tahun. Namun, berdasarkan hasil penilaian EVIKA pada tanggal 

7 Agustus 2024, didapatkan nilai EVIKA Kawasan Konservasi Mahakam Hulu sebesar 52,75% 
sehingga telah melebihi target dalam Renstra BPSPL Pontianak. 

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja 

serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan 
Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III dapat mendorong 

tercapainya target di akhir tahun. Perlu upaya peningkatan koordinasi dengan kelompok 
masyarakat serta stakeholder terkait pengelolaan Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. 
Selain itu, perlu peningkatan alat penunjang survei terutama dalam monitoring Pesut 
Mahakam. Kendala tersebut telah ditindaklanjuti dengan pengadaan sarana dan prasarana 

pendukung kawasan konservasi. Terdapat kendala pada pelaksanaan perizinan pemanfaatan 
Kawasan Konservasi di Wilayah Mahakam Hulu yang belum dapat dilakukan. Hal itu 
dikarenakan belum terdapat aturan mengenai perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di 
wilayah perairan darat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.  

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 
Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak 

terdapat target di Triwulan III sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis 
efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS 
dengan realisasi anggaran. 
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7. Kegiatan Pendukung 
Pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU pada Triwulan III yang telah 

dilaksanakan diantaranya: 

a. Penilaian Efektivitas Kawasan Konservasi 

Penilaian Efaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi dilakukan pada tanggal 7 Agustus 

2024 di Kota Samarinda. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai dari Direktorat 
Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Ditjen PKRL dan dihadiri oleh perwakilan dari 
Satuan Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi yaitu BPSPL Pontianak. Hasil 
penilaian disepekati sebagai berikut: 

- Skor penilaian kriteria input: 760 dari total 1075 (71%) 
- Skor penilaian kriteria proses: 265 dari total 430 (62%) 
- Skor penilaian kriteria output: 295 dari total 650 (45%) 
- Skor penilaian kriteria outcome: 1410 dari total skor 2780 (52,75%) 

 
Gambar 3.1.4-2. Penilaian EVIKA Kawasan Konservasi Mahakam Hulu 

Berdasarkan hasil penilaian, Kawasan Konservasi di Periaran Mahakam Wilayah Hulu 

Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan pada tahun 2024 mempunyai nilai akhir 
sebesar 52,75% dengan status Perak (Dikelola Optimum). Beberapa rekomendasi 
untuk meningkatkan status Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Mahakam Hulu 
diantaranya sebagai berikut: meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM, melengkapi 
sarana dan prasaran untuk pengukuran dan pemantauan Kawasan, Menyusun dan 

melengkapi SOP pengelolaan beserta penerapannya, meningkatkan intensitas 
pengawasan dengan melibatkan kelompok masyarakat, melakukan program 
penjangkauan yang terencana, pemantauan target konservasi dan sosial ekonomi 
secara berkala, melakukan koordinasi terkait peraturan yang mengakomodasi 

perizinan dan pemanfaatan di perairan darat, meningkatkan program pendampingan 
masyarakat, meningkatkan intensitas program penjangkauan masyarakat, monitoring 
dan analisis kondisi target konservasi di masing-masing zona. 

b. Pelatihan Monitoring dan Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan Umum 

BPSPL Pontianak bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai 
Kartanegara selenggarakan Pelatihan Monitoring dan Pengawasan Kawasan 
Konservasi dan Perairan Umum Daratan. Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 23-25 
Juli 2024 di Kantor BPSPL Pontianak dan Kantor Stasiun PSDKP Pontianak, serta turut 

dihadiri oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi seluruh Kalimantan. 
Pelatihan ini dilaksanakan dalam upaya memperkuat dan meningkatkan kapasitas 
sumber daya manusia dalam hal monitoring dan pengawasan Kawasan Konservasi. 
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Gambar 3.1.4-3. Pelatihan Monitoring dan Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan 

c. Conservation Goes to School 
Kegiatan Conservation Goes to School di Kawasan Konservasi Perairan Mahakam 
Wilayah Hulu upaya pembentukan pola pikir, serta pemahaman konservasi dan peduli 
lingkungan hidup melalui perlindungan dan pelestarian kepada generasi muda di 

wilayah Kawasan Konservasi. Acara ini telah diselenggarakan di Mtsn 2 Kutai 
Kartanegara, SMPN 1 Muara Wis, SMPN 1 Muara Kaman dan SMPN 1 Muara Muntai. 
Kegiatan ini juga bekerjasama dengan Yayasan Konservasi RASI sebagai narasumber 
untuk menjelaskan tentang eksistensi Pesut Mahakam. Diharapkan dengan adanya 

kegiatan ini generasi mendatang mampu mengelola lingkungan hidup di sekitarnya 
khususnya sumber daya air dan kehidupan di DAS Mahakam dengan bijak dan 
menjaga prinsip kelestarian. Sebagai bahan evaluasi, kegiatan diakhiri dengan kuis 
interaktif bersama siswa dan guru mengenai materi yang telah disampaikan. 

 
Gambar 3.1.4-4. Pelaksanaan Conservation Goes to School 

d. Sosialisasi Rencana Pengelolaan Zonasi Kawasan Konservasi 

Kegiatan Sosialisasi Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah kepada 
masyarakat/kelompok masyarakat, Pemerintah Daerah, dan stakeholders terkait 
dalam rangka upaya pengelolaan, serta penyadartahuan dan pemberdayaan 
masyarakat di Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu. Kegiatan ini dilaksanakan 
di Desa Muara Harapan dan Desa Muara Kaman Ilir pada tanggal 2 s.d. 6 September 

2024. Dalam kegiatan ini disampaikan bahwa tujuan dari Rencana Pengelolaan Zonasi 
Kawasan Konservasi yaitu untuk perlindungan dan pelestarian ekosistem, habitat dan 
sumber daya hayati di dalam Kawasan. Adapun zonasi Kawasan konservasi dibagi 
menjadi Zona Inti, Zona Pemanfaatan Terbatas, Zona Lainnya dan Zona Rehabilitasi. 

Kegiatan ini juga bekerjasama dengan Yayasan Konservasi RASI sebagai narasumber 
untuk menjelaskan tentang eksistensi Pesut Mahakam yang bernilai strategis secara 
nasional serta urgensi untuk melindungi habitat pesut. Selain itu, penjangkauan materi 
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kawasan konservasi dilakukan dalam pemberian bahan cetak dalam bentuk poster 
dan X-Banner kepada masyarakat yang terdiri dari tamu dan stakeholder. 

 
Gambar 3.1.4-5. Pelaksanaan Sosialisasi Rencana Pengelolaan Zonasi 

e. Survei Jenis Biota Dilindungi di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu 

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengamatan pada populasi pesut mahakam 

pada periode Juli - September 2024 di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. Survei 
pemantauan keberadaan pesut dilakukan menggunakan kapal Orcaella milik Yayasan 
Konservasi RASI dimulai pada pukul 08.00 - 18.00 WITA, dengan satu pengamat 
melakukan pengamatan di atas platform kapal dan tiga pengamat lainnya mengamati 

dari sisi kapal. Selain itu, juga dilakukan pengambilan data kualitas air di lokasi 
pengamatan. 

 
Gambar 3.1.4-6. Pengamatan Populasi Pesut 

Berdasarkan hasil pengamatan selama delapan hari di atas kapal, didapatkan tujuh 
kemunculan pesut dengan jumlah individu sebanyak 42 ekor. Individu terbanyak yang 
diamati berlokasi di Hulu Rimba Ayu sebanyak 14 ekor. Sementara individu paling 
sedikit diamati di Sungai Kedang Rantau sebanyak dua ekor. Waktu kemunculan pesut 

sebagian besar terlihat pada sekitar pukul 10 Waktu Indonesia Tengah. Waktu paling 
pagi ditemukannya pesut yaitu pukul 08.17. Sementara waktu paling sore 
ditemukannya pesut yaitu pukul 16.37. 

Tabel  3.1.4-5. Hasil Pengamatan Kemunculan Pesut 

No. Lokasi Kemunculan Jumlah 

Pesut 

Waktu Aktivitas 

1. Sangkuliman 9 12.12 Sighting 

2. Sungai Kedang Rantau 2 16.37 Sighting 

3.  Muara Wis 6 17.58 Sighting 
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4 Hulu Rimba Ayu 14 10.49 Sighting 

5 Muara Danau Semayang 5 08.17 Sighting 

6 Muara Pela 3 10.01 Sighting 

7 Liang Ulu 3 10.39 Sighting 

Pada hasil stasiun pengamatan kualitas air menunjukan bahwa kondisi perairan 
berada pada baku mutu sungai dan sejenisnya kelas 2 yaitu peruntukan untuk 
prasarana/sarana rekreasi air dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu 
tersebut. Pada pengukuran temperatur air yang didapatkan di stasiun pengukuran 
menunjukan nilai suhu berkisar antara 20,4 – 31 C. Sementara untuk nilai Oksigen 

Terlarut berkisar antara 2,7 – 5,2. Nilai pH pada saat observasi didapatkan sebesar 5,8 
– 7,25. Sementara nilai TDS berkisar antara 13 – 45 ppm.  

f. Monitoring Kualitas Air di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu 

Kegiatan survei monitoring kualitas air di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten 

Kutai Kartanegara dilaksanakan pada periode bulan Juli – September 2024. 
Monitoring kualitas air dilakukan langsung di 16 titik stasiun. Parameter yang diukur 
mencakup kecepatan arus, kejernihan, suhu air, konduktivitas, oksigen terlarut, dan 
total bahan terlarut. Alat yang digunakan yaitu Water Quality Checker, kamera dan GPS. 

 
Gambar 3.1.4-7. Survei Kualitas Air Kawasan Mahakam Hulu 

Sebagai rujukan, regulasi yang digunakan sebagai acuan adalah Peraturan Pemerintah 
Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. Hasil dari monitoring kualitas air dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini. Berdasarkan hasil monitoring sepanjang Triwulan III tahun 2024 diketahui bahwa 
hasil parameter perairan sungai Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu berada 
di dalam ambang kelayakan baku mutu kelas dua merujuk PP Nomor 22 tahun 2021.  

Tabel  3.1.4-6. Hasil Kualitas Air di Kawasan Mahakam Hulu 

Parameter Tertinggi Terendah Rata-rata 

Suhu (oC) 33,5 27,6 23,39 

pH 6,89 5,6 6,64 

TDS (mg/L) 39,8 13,3 24 

DO (m/L) 15,8 2,8 5,57 

EC (S/m) 79,4 26,9 43,25 

Kuat Arus (m/s) 1,94 0 0,75 
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g. Pendataan Ikan Ekonomis Penting di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu 

Kegiatan Survei Ekonomis Penting dilakukan pada tanggal 14 – 15 September 2024 di 
Desa Muara Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Survei ini 

merupakan bagian dari Penyediaan Data dan Informasi Kawasan Konservasi di 
Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Sampel pengambilan 
data didapatkan dari zona pemanfaatan dan zona inti di dalam KK Mahakam Hulu. 
Jenis ikan yang dilakukan pengukuran yaitu ikan puyau (Osteochilus vittatus) dan ikan 

lepok (Ompok miostoma). Sebanyak 73 ekor ikan puyau dan 15 ekor ikan lepok 
dilakukan pengukuran meristik yang terdiri dari bobot total, panjang total, panjang 
hingga pangkal ekor, panjang hingga belahan ekor, jari jari keras pada sirip, jari jari 
lemah mengeras pada sirip, jari jari lemah pada sirip, perumusan sirip Dorsal, Pectoral, 

Ventral, Anal, dan Caudal (D-P-V-A-C). Selain itu, pengukuran bobot gonad, dan 
pemberian kelas.  

 
Gambar 3.1.4-8. Survei Pendataan Ikan Ekonomis Penting 

h. Survei Sosial Ekonomi di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu 

Kegiatan survey sosial ekonomi dilaksanakan pada tanggal 9-13 September di Desa 
Muara Wis dan Desa Muara Muntai Ilir. Metode yang digunakan yaitu wawancara 

langsung secara mendalam (indepth interview) dengan menggunakan alat peraga 
berupa kuesioner. Variabel target adalah pelaku perikanan dan pariwisata sebagai 
subjek seperti nelayan tangkap, nelayan budidaya, pengolah perikanan, dan 
sebagainya. Subjek berada di sekitar Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu dan 

diambil secara purposive sampling, sehingga sampel data dianggap sebagai 
perwakilan yang representatif dari populasi Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah 
Hulu.  Informasi yang didapatkan oleh responden di antaranya: profil responden, sikap 
terhadap kawasan konservasi, dukungan terhadap kawasan konservasi perairan, 

interaksi masyarakat, dampak kawasan konservasi, profil hunian dan properti, mata 
pencaharian utama, kelompok dan kelembagaan masyarakat, penangkapan dan 
pemasaran, konsumsi rumah tangga. Hasil akhir diperoleh 32 responden yang 
memiliki sebaran nelayan tangkap, budidaya, dan pengolah perikanan. 
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Gambar 3.1.4-9. Survei Sosial Ekonomi 

i. Focus Group Discussion Sosial Ekonomi Kawasan Konservasi Mahakam Hulu 

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Sosial Ekonomi Kawasan Konservasi 
Mahakam Hulu dilakukan pada tanggal 18 – 20 September 2024 di Desa Muara Wis, 
Desa Pela dan Desa Liang Ilir. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengidentifikasi 

permasalahan dan menampung usulan terkait pengelolaan Kawasan Konservasi di 
Wilayah Hulu. Beberapa permasalahan di Kawasan Konservasi yang disampaikan oleh 
peserta FGD diantaranya: pendangkalan danau akibat pengerukan tanah, gangguan 
dari dampak ramainya kapal ponton, penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan 

dan berkurangnya area tangkap yang termasuk Zona Inti. Usulan program pengelolaan 
dari masyarakat yaitu penegakkan hukum bagi pengguna alat tangkap tidak ramah 
lingkungan, restocking benih ikan serta pelatihan pengolahan dan budidaya ikan. 

 
Gambar 3.1.4-10. FGD Sosial Ekonomi di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu 

j. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Konservasi 

Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan di Kawasan Konservasi 

Mahakam Hulu dilakukan pada bulan Agustus dan September 2024. Sarana dan 
prasarana yang disediakan yaitu CCTV dan Rumah Rakit untuk Monitoring Pesut. 

8. Realisasi Anggaran 
Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output 

[2362.PBW.001] Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut dan 
[2362.REA.002] Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang 
Operasional. Realisasi anggaran per komoponen/subkomponen disajikan pada tabel berikut 

ini. 

Tabel  3.1.4-7. Realisasi Anggaran IKU 4 Triwulan III 

No. Komponen/Subkomponen Pagu Realisasi Blokir 

1. [2362.PBW.001.053] 
Evaluasi Efektivitas 
Pengelolaan Kawasan 

Rp 83.590.000  Rp83.044.333 
(99,35%) 

- 
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Konservasi Perairan dan 
Pulau-Pulau Kecil 
 

2. [2362.PBW.001.058] 
Pelayanan Peizinan 
Berusaha Kawasan 
Konservasi 

Rp128.838.000 Rp0 
(0%) 

- 

3. [2362.PBW.001.065] 
Data dan Informasi 
Pemanfaatan Kawasan 
 

Rp21.257.200  Rp19.973.340 
(93,96%) 

- 

4. [2362.REA.002.051] 
Penyediaan sarana dan 
prasarana kawasan 
konservasi perairan, pesisir 
dan pulau-pulau kecil 

Rp593.000.000 Rp397.156.322 
(66,97%) 

- 

5. [2362.REA.002.052] 
Data dan Informasi 
Kawasan Konservasi 

Rp444.111.000
  

Rp200.756.284 
(45,20%) 

- 

6.  [2362.REA.002.053] 
Pemberdayaan Masyarakat 

Rp1.197.913.000
  

Rp850.699.889 
(71,02%) 

- 

7. [2362.REA.002.054] 
Pelayanan Perizinan 
Kawasan Konservasi 

Rp246.282.000
  

Rp1.078.400 
(0,44%) 

- 

TOTAL Rp2.906.306.000 Rp1.552.708.568 
(53,73%) 

- 

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan III (akumulatif dari 
Januari 2024) yaitu sebesar Rp1.552.708.568 atau 53,73% dari pagu anggaran sebesar Rp 
2.906.306.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin, 
Belanja Jasa Lainnya, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Bahan. 

 
Gambar 3.1.4-11. Realisasi Anggaran Kumulatik IKU 4 hingga Triwulan III 

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024 
Rencana kegiatan pendukung yang akan dilakukan di Triwulan IV diantaranya: monitoring 

sosial ekonomi, pendataan jenis ikan ekonomis, survei pemanfaatan kawasan, sosialisasi 

rencana pengelolaan dan survei biota dilindungi di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. 
Selain itu, penyusunan laporan kegiatan juga direncanakan pada Triwulan IV.
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3.1.5. Sasaran Kegiatan 5 Terverifikasinya kesesuaian usulan 

penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah 

Kerja BPSPL Pontianak 

IKU 5. Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan 

konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah) 
Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi adalah 

provinsi yang didampingi penyusunan percepatan usulan penetapan konservasi dapat melalui 
pendampingan penyusunan rencana zonasi, pendampingan penyusunan rencana 
pengelolaan atau pendampingan lain sesuai kondisi Kawasan Konservasi. Teknik perhitungan 
Indikator Kinerja dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan daerah di wilayah 

kerja BPSPL Pontianak yang didampingi dalam proses percepatan usulan penetapan kawasan 
konservasi. 

Tabel  3.1.5-1. Capaian IKU 5 BPSPL Pontianak 
SK-5 Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di 

Wilayah Kerja BPSPL Pontianak 

IKU-5 Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di Wilayah Kerja 
BPSPL Pontianak (Daerah) 

Realisasi 
2023  

Tahun 2024 Renstra BPSPL 
Pontianak 

Renstra DJPRL 
2020-2024 

Target  
TW III 

.Realisasi 
TW III  

% 
Capaian 

Target  
PK 2024 

% 
Realisasi

thd 
Target 

PK 

Target
2024 

% 
Realisasi 

thd 
Target 
2024 

Target 
2024 

% 
Capaian 

thd 
Target 

Renstra 

3 Periode Capaian Tahunan 1 - - - - - 

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, September 2024 

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024 
Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran 

dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang 

telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2024 yaitu melakukan Pendampingan Penilaian 
Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi di Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah. 

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 
Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun 

sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian 
IKU tersebut pada tahun 2023 sebesar 2 daerah, lebih besar daripada target tahun ini yang 
sebesar 1 daerah. 

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah 
Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024 yaitu sebesar 

29,3 juta Ha di Tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandinkan dengan 
rencana jangka menengah karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara 
tahunan. 

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra 
Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 1 dokumen di tahun 2023 

sampai dengan tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandinkan dengan 
Renstra BPSPL Pontianak karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara 

tahunan. 
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5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja 

serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan 
Pencapaian target IKU ini bergantung oleh keaktifan Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja 

BPSPL Pontianak dalam penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi. Untuk itu, perlu 
adanya koordinasi dan komunikasi yang aktif dengan Pemerintah Daerah setempat dalam 
rangka percepatan penyusunan usulan penetapan Kawasan konservasi. 

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 
Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan 

koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan melakukan pertemuan secara daring. 

7. Kegiatan Pendukung 
Kegiatan pendukung yang dilakukan pada Triwulan III tahun 2024 yaitu Pendampingan 

Penilaian Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi di Kalimantan Utara dan Kalimantan 
Tengah. Penilaian EVIKA di Kalimantan Utara dilakukan di Kawasan Konservasi Perairan 
Binusan dan Pulau Sinelak & Kawasan Konservasi Perairan Tanjung Palas Timur. Berdasarkan 
pertemuan, verifikasi hasil penilaian Kawasan Konservasi yang berada di Kalimantan Utara 
didapatkan jumlah skor penilaian sebesar 705 dari total skor 2780 (28,31%). Beberapa 

rekomendasi untuk meingkatkan Efektivitas Pengelolaan diantaranya: Penetapan dokumen 
rencana pengelolaan sesuai dengan PERMEN KP No. 31 Tahun 2020; Peningkatan Kuantitas 
dan Kualitas SDM Pengelola Kawasan Konservasi; Peningkatan Alokasi Anggaran 
Pengelolaan Kawasan Konservasi; Penyusunan dan Penerapan SOP Pengelolaan dan 

Perizinan Berusaha di Kawasan Konservasi; Peningkatan Intensitas Pengawasan dan 
Pelaporan; Melakukan kegiatan perencanaan dalam hal penjangkauan ke kelompok 
masyarakat; Peningkatan kegiatan kemitraan yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan 
kawasan konservasi; Peningkatan kegiatan sosialisasi kepada kelompok masyarakat dengan 

berkolaborasi dengan akademisi; dan lainnya.  

 
Gambar 3.1.5-1. Fasilitasi Penilaian EVIKA di Kalimantan Utara & Kalimantan Tengah 

Sementara itu, penilaian EVIKA di Kalimantan Tengah dilakukan di Kawasan Konservasi 
Perairan Gosong Senggora, Gosong Sepagar, Gosong Baras Basah, Teluk Bogam Sampai 
Tanjung Keluang, Serta Perairan Sekitarnya. Berdasarkan pertemuan, verifikasi hasil penilaian 
Kawasan Konservasi yang berada di Kalimantan Tengah didapatkan jumlah skor penilaian 
sebesar 1680 dari total skor 2780 (58,55%). Beberapa rekomendasi untuk meingkatkan 

Efektivitas Pengelolaan diantaranya: - Mengusulkan SUOP dalam bentuk UPTD; Dokumen 
Rencana Pengelolaan perlu disusun kembali dengan menyesuaikan dengan Permen KP No. 
31/2020; Perlu ditambahkan jumlah SDM serta ditingkatkan kompetensi pengelola kawasan 
konservasi sesuai dengan fungsi pengelolaan kawasan konservasi; Rekomendasi penilaian 

EVIKA agar dijadikan dasar dalam melakukan pengusulan anggaran pengelolaan kawasan 
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konservasi yang berasal dari APBN, APBD atau sumber pendanaan lainnya; Perlu 
meningkatkan frekuensi kegiatan di bidang pengawasan minimal 3 bulan 1 kali dengan 
melibatkan PSDKP dan pihak terkait lainnya serta mendokumentasikan pelaporan dengan 

baik; Perlu ditingkatkan pelaksanaan kegiatan penjangkauan, penyadartahuan dan 
pemberdayaan masyarakat dengan menyertakan target populasi masyarakat yang dijangkau 
dengan baik; Perlu dilakukan kegiatan pendukung perizinan dalam bentuk sosialisasi atau 
penyadartahuan, pelayanan, materi dan informasi perizinan serta prosedural pemberian ijin 

penelitian dan lain-lain yang dilakukan di dalam kawasan konservasi. 

8. Realisasi Anggaran 
Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output 

[2362.UBA.001] Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah. Realisasi anggaran per 
komoponen/subkomponen disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel  3.1.5-2. Realisasi Anggaran IKU 5 Triwulan III 

No. Komponen/Subkomponen Pagu Realisasi Blokir 

1. [2362.UBA.001.051] 
Fasilitasi usulan penetapan 
kawasan konservasi 
perairan, pesisir dan pulau-
pulau kecil 

Rp 100.000.000 Rp84.927.482 
(84,92%) 

- 

TOTAL Rp 100.000.000 Rp84.927.482 
(84,92%) 

- 

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan III (akumulatif dari 

Januari 2024) yaitu Rp84.927.482 atau 84,92% dari pagu anggaran sebesar Rp 100.000.000. 
Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa. 

 
Gambar 3.1.5-2. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 5 hingga Triwulan III 

 

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024 
Melakukan koordinasi dan komunikasi yang aktif dengan Pemerintah Daerah di Wilayah 

Kerja BPSPL Pontianak dalam rangka percepatan penyusunan usulan penetapan Kawasan 
konservasi. Selain itu, penyusunan laporan juga direncanakan selesai pada Triwulan IV.
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